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JENIS TAGGING

2

NO JENIS TAGGING KETERANGAN

1 Nawacita Penandaan RO yang terkait dengan 9 butir Nawacita Presiden 

2 Janji Presiden Penandaan RO yang terkait dengan Janji Presiden 

3 RKP Penandaan RO terhadap Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek 
Prioritas dan Major Project RKP

4 Tematik APBN Penandaan RO terkait tematik APBN (Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, 
Anggaran Infrastruktur, Anggaran Responsif Gender, KSST, Mitigasi Perubahan Iklim, 
dan Adaptasi Perubahan Iklim, Penanganan Stunting)

5 Selaras Tagging* Penandaan pada LRO untuk memantau proyek-proyek KL yang terkait dengan usulan
Daerah

6 Dynamic Tagging* Tagging atau penandaan yang dilakukan berdasarkan isu

* Tagging oleh Mitra K/L
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TAGGING DALAM STRUKTUR RENJA 2023
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● Approved / Disetujui

● Rejected / Ditolak

✅ Leveling data Renja yang dilakukan penelaahan:

KEMENTERIAN /LEMBAGA

PROGRAM

KEGIATAN

KRO

RO

LOKASI RO

SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

KOMPONEN

INDIKATOR RO

Tagging Prioritas /
Non Prioritas

• UKE II 
• Tagging Tematik
• Tagging RKP
• Referensi Lokus
• TOR & RAB
• Tagging Dynamic

• Satuan
• Pilihan Sumber pendanan (dapat lebih dari 1

Sumber Pendanaan)
• Jenis Komponen, Indikator Komponen, Indikator

Pengadaan Barang dan Jasa, Kewenangan

Koordinator Program

Koordinator Kegiatan

• Wilayah dan/atau Lokus (Jika ada)
• Target (t, t+1, t+2. t+3, t+4) Lokasi RO
• Target (t, t+1, t+2, t+3, t+4) dan alokasi (t, t+1, t+2, t+3,

t+4) per komponen per Sumber Pendanaan
• Tagging Dynamic
• Tagging Selaras

✅ ✅

✅✅

✅

✅

✅

✅

Satuan Indikator RO
tidak lagi
digunakan sebagai
satuan RO
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TIMELINE PENYUSUNAN RENJA
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Sumber: Permen PPN No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan & Perubahan Renja K/L

NOV DESMAR JUNI

Penyusunan 

Rancangan Awal Renja

Dibahas dalam Bilateral Meeting

Penyusunan

Rancangan Renja

Melalui TM berdasarkan

Ranwal RKP & SBPI

Pemutakhiran 

Rancangan Renja

Melalui TM berdasarkan 

Perpres RKP & SBPA

DIPA & 

Pemutakhiran 

RKP

Ranc. Awal RKP & 

SB Pagu Indikatif
Perpres RKP & SB 

Pagu Anggaran

NOV

UU APBN 

& Alokasi 

Anggaran

RKA K/LRenja K/L

Sinkronisasi

Renja K/L sebagai

MEDIA PENGENDALIAN 

Renja K/L sebagai MEDIA 

PENUANGAN dan PENDALAMAN 

rencana

Renja K/L sebagai

MEDIA PENGUSULAN 

Pelaksanaan

*) Perubahan prioritas harus mendapat 

persetujuan Bappenas dan Kemenkeu  sebelum 

dilakukan revisi

JULI

Perubahan 

Renja 

Penelaahan Renja

Penyusunan 

Renja

Direncanakan dan 

dianggarkan di RKP (hingga

proyek)

Dibahas dan disinergikan di pusat, 

daerah dan lainnya
Dikendalikan di Renja/RKAKL/DIPA



LAMPIRAN
DYNAMIC TAGGING
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MEKANISME DYNAMIC TAGGING
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KOORDINATOR TAGGING DIREKTORAT APP DIREKTORAT MITRA KERJA K/L 

Start
Process

End 
Process

Mengusulkan
Dynamic 
Tagging

Menerima
Usulan

Reviu
Usulan

Input Cascading

Koordinasi
dengan Dit. 

Mitra Kerja K/L

Melakukan
tagging

Mengelola
Rekap Tagging

Input Cluster
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STRUKTUR DYNAMIC TAGGING
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CLUSTER

GOAL

INDIKATOR

Merupakan keywords isu
besar/makro

Merupakan keywords berupa
tujuan terhadap isu

Merupakan keywords berupa
indikator atau alat untuk
mencapai Goal

RAN Penyandang Disabilitas

Pemberdayaan dan Kemandirian

• Memberikan pelatihan penguatan kapasitas habilitasi dan 

rehabilitasi

• Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi

• Memperkuat kapasitas pendamping mendampingi PD

• Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial berjalan 

sinergis..

CONTOH
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PERTIMBANGAN USULAN DYNAMIC TAGGING*
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Isu yang diusung telah menjadi perhatian Presiden;

Memiliki regulasi yang jelas terkait kebutuhan pemantauan/pengendalian terhadap isu tersebut. Isu tertuang
dalam Undang-Undang, Peraturan setara Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden, dan/atau lnstruksi Presiden;

Memiliki koordinator tagging (mitra K/L di Bappenas) untuk memastikan kejelasan proses bisnis ;

Pengendalian terhadap isu tersebut melibatkan lebih dari 1 K/L ;

Isu disusun dalam bentuk cascading sesuai struktur Dynamic Tagging ;

Usulan Dynamic Tagging berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam dokumen formal seperti
berita acara kesepakatan atau surat konfirmasi persetujuan dari K/L yang terlibat.
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1

2

3

4

5
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*Berdasarkan ND Dir. Alokasi Pendanaan Pembangunan No. 293/PP.04.11/11/2022 Perihal Penyampaian Kriteria Umum Dynamic Tagging


